BAB IV
SHOLIHAH WAHID HASYIM DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA

(1957-1987)

. Sholihah Wahid Hasyim Pada Masa Orde Lama

Sholihah Wahid Hasyim ialah salah satu tokoh perempuan yang menjadi
bagian dari sejarah perkembangan Muslimat NU sejak organisasi besar yang
berakar kuat dalam masyarakat di daerah pedesaan sampai di daerah perkotaan.
Keterlibatan perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu bentuk nyata
dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dijamin
dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 945),
terutama Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Karena kiprah Sholihah yang sangat aktif terlibat dalam Muslimat NU dan
organisasi sosial masyarakat, maka Ir. Soekarno memberikan tawaran kepada
Sholihah untuk duduk di anggota legislatif pemerintahan. Menurut Sholahuddin
Wahid, “Pada tahun 1955, Sholihah ditawari oleh Bung Karno untuk menjadi
anggota legislatif (anggota DPRD) di Jakarta. Pada saat itu NU masuk sebagai
partai, Sholihah menerima tawaran Bung Karno dan akhirnya mulai terlibat dalam
politik”.*

Pada saat pemilu 1955, NU semakin intens terlibat dalam arusan politik

dan pemerintahan. NU ikut ambil bagian dalam kabinet Ali Sasrroamidjoyo, yaitu

'Salahuddin Wahid, Wawancara, Jombang, 14 Desember 2015.
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kabinet koalisi PNI-Masyumi-NU.? Pada pemilu ini, partai NU meraih sukses
besar dengan memperoleh 45 kursi di parlemen (18,4 % suara), tepat di belakang
Masyumi (20.9 % suara), PNI (22,3%), dan berada di depan PKI (16,4 % suara).
Selebihnya 22,0 % suara diraih oleh partai-partai lainnya.’

1. Sholihah dan Demokrasi Terpimpin

Semenjak diberlakukannya sistem Parlementer, Presiden Soekarno
dalam banyak kesempatan mengkritisi sistem pemerintahan sistem banyak
partai. Menurutnya, sistem parlementer tidak cocok diterapkan dengan alam
pikiran Indonesia, karenanya sistem tersebut harus diganti. Soekarno
kemudian menawarkan gagasan tentang sistem Demokrasi Terpimpin yaitu
demokrasi yang dipimpin oleh seseorang dalam kerangka demokrasi itu
sendiri. Gagasan ini yang merupakan mayoritas penduduknya di Indonesia,
namun partai-partai Islam justru menjadi kelompok yang minoritas di dalam
lembaga-lembaga negara. Pemusatan kekuasaan di atas satu tangan ini
menyebabkan melemahnya posisi politik umat Islam. Partai-partai Islam
memberikan reaksinya yang beragam. NU, PSI, dan Perti mendukung
Demokrasi Terpimpin, karenanya tetap diizinkan oleh Soekarno.

Pada awal tahun 1960, semua partai politik diminta mengubah
anggaran dasarnya dan secara jelas menyatakan menerima Pancasila dan
bersedia membelanya. Waktu DPR mengancam untuk tidak menyetujui
anggaran negara, Soekarno langsung membubarkannya pada bulan Maret

tahun itu. Sebagai reaksi, PSI dan Masyumi membentuk Liga Demokrasi.

’Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU (Yogyakarta: LkiS, 2004), 59.
*Abdul Aziz, Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP menjadi Partai Islam (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2006), 43.
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Tidak lama kemudian, sebuah dewan baru DPR Gotong Royong dibentuk
pada bulan Juni. Di DPR yang baru ini terdapat wakil dari NU sebanyak 36
orang, PNI 44, PKI 30 (Masyumi dan PNI tidak mendapat kursi) dan Golkar
130 (nantinya menjadi 152 wakil), 34 diantaranya dari Angkatan Bersenjata.
Sholihah juga terlibat dalam pemilihan DPRGR.

Dalam hal ini NU mengalami perpecahan pendapat mengenai
keabsahan keikutsertaannya dalam DPR yang baru ini. Di satu pihak Bisri
Syansuri, Dachlan, Imron Rosyadi dan Kiai Ahmad Siddig menganggap DPR
ini anti-demokrasi. Bagi Kiai Bisri, jika ikut dalam sebuah DPR yang tidak
seluruhnya dipilih oleh rakyat maka bertentangan dengan fikih. Dipihak lain,
Kiai Wahab Hasbullah menjelaskan bahwa NU tidak punya pilihan, ia
memaparkan semuanya, dari kemungkinan dilarangnya NU hingga keluarnya
partai tradisionalis ini dari pemerintahan. Baginya umat Islam masih belum
siap melakukan politik konfrontatif menghadapi penguasa dan apabila suatu
waktu Nahdlatul Ulama ingin meninggalkan DPR, ia akan selalu dapat
melakukannya. Maka dari itu NU harus ikut dalam DPR ini untuk
membetulkan kesalahan-kesalahan pemerintah yang akan dibentuk.*

Untuk Syuriah NU tidak setuju dengan Kiai Wahab yang berpendapat
keikutsertaan mereka merupakan jalan keluar yang paling ideal, namun
demikian menerima gagasan Rais Am agar anggotan partai Islam ditambah.
Setelah permintaannya tidak dikabulkan, ia menyerahkan kepada para anggota

DPR dari NU untuk memutuskan sendiri keikutsertaan mereka masing-

*Andree Feillard, NU Vis a Vis Negara (Yogyakarta: LkiS, 1999), 60.
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masing. Tampaknya dilema itu sangat sulit dipecahkan karena beberapa
diantara mereka sampai menyerahkan keputusannya pada nasib. Kiai Masykur
misalnya, (yang setuju dengan parlemen) meminta kepada Kiai Bisri untuk
mengundi. Kertas yang diambil oleh Kiai terakhir ini bertuliskan “ikut” dan
ini diartikan oleh Kiai Masykur sebagai izin baginya dan bagi Ibu Wahid
Hasyim untuk tetap menjadi anggota DPR. Sebagian besar di antara mereka
memilih jalan ini, sedangkan Imron Rosyadi dan Moh. Dahlan bergabung
dalam Liga Demokrasi bersama para penentang Demokrasi Terpimpin
lainnya.”

Menanggapi hal di atas, sikap Sholihah yang saat itu menjadi anggota
legislatif adalah non-konfrontatif menghadapi Soekarno di satu sisi, dan sisi
lain terhadap PKI. Sholihah bukannya tidak sadar bahwa dirinya “melawan
arus”. Bahkan terhadap ayahnya sendiri, Bisri Syansuri yang sangat
menentang kebijakan Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dasar
pikiran yang menjadi tempat bagi Sholihah untuk berpijak terhadap sikapnya
tersebut sangat sederhana. Menurutnya jika sudah berada di legislatif, amatlah
mudah untuk keluar, kalau ternyata dalam perjalanannya kemudian dirasakan
menemui beberapa kesulitan dan menemui ketidakcocokan pandangan.
Sementara jika memutuskan untuk berada di luar, sangat sulit untuk memasuki

dunia legislatif. Pilihan untuk duduk di anggota DPRGR juga dimaksudkan

>Ibid., 61.
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Sholihah untuk memperbaiki tatanan hidup berbangsa dan bernegara “dari
dalam”.®

Ada dua faktor latar belakang keaktifan Sholihah dalam beberapa
aktvitas yang dijalani. Berdasarkan Teori genetik yang menyatakan bahwa
pemimpin itu dilahirkan dari keturunan, tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-
bakat alami yang hebat dan ditakdirkan menjadi pemimpin dalam situasi dan
kondisi apapun. Dalam hal ini faktor pertama mengenai figur Sholihah adalah
anak seorang tokoh yang sangat dikagumi, yakni Bisri Syansuri. Pada saat
bersamaan, ia merupakan isteri A. Wahid Hasyim yang mempunyai reputasi
istimewa dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di antara dua kemungkinan
tersebut, tampaknya satu sama lainnya tidak bisa dilihat secara terpisah. Ibarat
bibit yang unggul dan ditanam di lahan yang subur, keduanya tidak mungkin
berdiri sendiri tanpa membutuhkan keberadaan lainnya, sehingga
menghasilkan buah yang bermutu untuk dinikmati.”

Faktor kedua mengenai figur Sholihah adalah karena kekuasaan
politik. Dalam Teori politik dimana jika seseorang menduduki posisi sosial
tinggi, memiliki status tinggi, bagi dia ada kesempatan dan keleluasan
memperoleh bagian dari kekuasaan. Tidak hanya itu, bahkan dia lebih mudah
mengambil peranan sebagai pemimpin dan juga menyebarkan pengaruhnya

jika ada sumber sosial budaya untuk melakukan peranannya sebagai

pemimpin.

®Muhammad Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi,
64.
"Ibid., 113.
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Jika dihubungkan dengan teori politik di atas, Sholihah mendapatkan
tempat tersendiri dikalangan elite kekuasaan. Tidak mengherankan jika ia saat
itu mempunyai akses dan komunikasi langsung ke dalam lingkungan RI
1(keluarga Soekarno), maupun lingkaran Rl 2 (Moh. Hatta). Di sini peran
Sholihah begitu kelihatan ketika melihat konteks hubungannya dengan Hatta,
misalnya ketika Sholihah menemui Hatta dan memberitahukan akibat-akibat
yang tak terniat dari pengunduran dirinya sebagai wakil Presiden. Hal ini
sangat disayangkan, karena tekadnya tersebut tidak bisa dicabut lagi, maka apa
yang dikhawatirkan Sholihah pun benar-benar terjadi. Tidak lama setelah
Hatta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, muncul berbagai
gerakan separatis. Mereka berupaya untuk memisahkan diri dari negara
kesatuan RI. Gerakan-gerakan tersebut antara lain, Perjuangan Semesta Alam
(Permesta) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).2

Sementara mengenai kedekatan Sholihah dengan keluarga Soekarno, ia
tunjukkan saat Soekarno menikah dengan Hartini. Peran Sholihah saat itu
ialah memberikan nasihat-nasihat kepada Fatmawati (Istri pertama Soekarno)
agar ketika Soekarno menikah dengan Hartini untuk tidak pindah dari istana,
karena Fatmawati adalah benteng Soekarno untuk melindungi dari pengaruh
gerakan Komunis. Harapan Sholihah ternyata tidak bisa dipenuhi Fatmawati,
sebagai Ibu Bangsa, mau merelakan dirinya menjadi lilin untuk menerangi
sekelilingnya sementara ia sendiri hancur, tidak bisa dilakukan. Fatmawati

menyatakan kepada Sholihah bahwa sebenarnya ia ingin melakukannya,

®Ibid,. 62.



65

namun sebagai pribadi ia tidak bisa menahan perasaannya karena dimadu.
Sejak Soekarno menikah dengan Hartini dan Fatmawati meninggalkan Istana,
benteng yang melindungi Soekarno dari pengaruh komunis tidak ada lagi.
Tidak mengherankan jika paham tersebut kemudian dengan pesat tumbuh dan
berkembang menyelimuti Soekarno.

Jika dikaitkan dengan teori sosial kepemimpinan, Teori sosial yang
menyatakan setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan,
pendidikan dan pembentukan serta didorong oleh kemajuan sendiri dan tidak
lahir begitu saja atau takdir dari Tuhan semestinya.” Dalam hal ini sebelum
Sholihah terjun aktif di anggota legislatif, ia juga sangat aktif dalam organisasi
sosial, memang tidak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin tetapi tidak pula
mengherankan jika ia mudah masuk dalam perpolitikan karena Kiprah sosial
yang banyak dimilikinya. la juga memiliki kepribadian yang tidak dimiliki
orang pada umumnya, yaitu berjiwa sosial tinggi di masyakat sehingga ia bisa
survive dan unggul oleh kemajuan diri sendiri.

2. Sholihah dan KAP-Gestapu

Kesadaran Sholihah terhadap ancaman PKI sungguh tidak diragukan.
Pada mulanya Sholihah mengambil sikap menunggu dan mengawasi serta
cenderung untuk tidak memperlihatkan sikap konfrontatifnya. Namun, dalam
perkembangannya kemudian ia merupakan salah satu tokoh yang berdiri

paling depan menentang keberadaan PKI. Hal itu ia tunjukkan setelah

*Sunidhia, et al. Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 18-21.
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meletusnya peristiwa sangat berdarah dimana terbunuhnya beberapa jenderal
di Jakarta pada 30 September 1965.°

Pada hari kejadian di atas, Sholihah sama sekali tidak mengetahui.
Bahkan keesokan harinya, 1 Oktober, ia masih melakukan persiapan untuk
hadir pada suatu pertemuan penyelenggaraan rapat akbar di Stadion Utama
Senayan, yang dimaksudkan sebagai Show Of Force untuk mengcounter
eksistensi PKI. Pagi itu, sekitar pukul 06.30, dalam posisinya sebagai salah
seorang panitian Komite Solidaritas Umat Islam yang akan menyelenggarakan
acara, Sholihah pergi ke Istana negara karena sudah dijemput Hayat, salah satu
pengurus dari PBNU. Sholihah ditemani oleh Hamid Baidlowi untuk bertemu
dengan Soehardjo, selaku bendahara panitia, yang waktu itu masih menjabat
sebagai kepala rumah tangga Istana.

Sesampainya di Tugu Monas, mobil yang ditumpangi Sholihah
dihadang banyak tentara. Meskipun ia mengatakan bahwa dirinya sudah ada
janji untuk bertemu dengan Soehardjo, namun tetap saja ia dilarang
melanjutkan perjalanannya ke arah Istana. Bahkan ditambahkan pula bahwa
semua acara di Istana dibatalkan. Mobil yang ditumpangi Sholihah, Hamid,
dan Hayat pun berputar. Mereka mencari jalan lain yang bisa menuju Istana.
Ketika sampai di dekat stasiun Gambir, peristiwa yang terjadi sebelumnya

terulang kembali. Mereka dihadang banyak tentara. Kemudian mereka

"°Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 65.
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memutuskan untuk pulang ke JI. Taman Amir Hamzah No.8, tempat tinggal
Sholihah.**

Di tengah perjalanan pulang, Sholihah mengungkapkan firasatnya
kepada Hamid dan Hayat. la berfirasat bahwa ada sesuatu yang tidak benar
telah terjadi. Sekitar pukul 08.30 mereka sampai di rumah Sholihah, tersiar
kabar di radio bahwa telah dinyatakan bahwa ada Dewan Jenderal berupaya
melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Demikian menurut
Untung, yang memberikan pernyataan tersebut. Untuk melindungi
pemerintahan yang sah dari ancaman para jenderal, Untung menyatakan akan
menumpas habis mereka.

Saat pengumuman di radio tersebut Sholihah masih belum mengetahui
Tragedi 30 September 1965. Hanya saja ia tetap berkeyakinan ada sesuatu
yang salah telah terjadi. Siaran tersebut memang tidak menyebutkan adanya
suatu aksi PKI melainkan sebuah gerakan di dalam tubuh Angkatan Darat
yang bertujuan melawan “Para Jenderal” dan melindungi Soekarno dari
ancaman suatu komplotan.'? Tidak lama setelah pengumuman itu, ia pergi ke
kantor PBNU. Dari sinilah ia baru tahu akan adanya tragedi Nasional.

Selanjutnya ia memutuskan untuk segera pulang kembali ke rumahnya.
Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Sholihah adalah menghubungi semua
tokoh-tokoh NU, dan mengambil inisiatif menjadikan rumahnya sebagai
markas berkumpulnya para tokoh NU tersebut. Sejak itu, sampai kurang lebih

dua bulan kemudian, rumahnya praktis menjadi kantor PBNU yang

“Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 66.
“Feillard, NU Vis a Vis Negara, 78.
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sebenarnya. Semua kegiatan yang melibatkan tokoh-tokoh NU berkenaan
dengan peristiwa 30 September tidak diselenggarakan di kantor PBNU, tetapi
di JI. Taman Amir Hamzah No.8. Menurut penuturan Sholahuddin, “Ibu itu
ketika berpolitik aktif, organisasi juga aktif. Peran politik ibu saya yang paling
kelihatan adalah ketika beliau memberikan rumahnya sebagai posko untuk
berkumpulnya tokoh-tokoh NU ketika adanya peristiwa G 30 S/PKI”."

Setidaknya ada tiga kemungkinan mengapa rumah Sholihah dijadikan
sebagai markas pertemuan untuk menggalang kekuatan melawan PKI.
Pertama, begitu mengetahui ada Peristiwa Berdarah 30 September, ia
langsung memberitahu anak-anaknya bahwa hal tersebut dilakukan oleh PKI.
Mereka semua diminta agar segera bergerak. Hal pertama yang dilakukan
Sholihah adalah menghubungi semua kalangan NU, terutama tokoh-tokohnya
baik dari generasi tua maupun muda (Anshor). Kepada anak-anaknya Sholihah
menyatakan, kalaupun pada akhirnya PKI bisa menguasai negara, rumah yang
ia tempati pasti akan dirampas mereka. Karena itu apapun yang dimiliki,
termasuk tempat tinggalnya sendiri, harus dikorbankan untuk menyelamatkan
negeri dari ancaman PKI. Setelah berhasil menghubungi semua tokoh-tokoh
NU, selanjutnya mereka diminta untuk datang di rumahnya.

Kedua, letak rumah Sholihah yang berdampingan dengan rumah
Alamsjah Ratuprawiranegara, merupakan suatu keuntungan tersendiri. Rumah
Alamsyah waktu itu juga banyak dikelilingi oleh tentara. Mereka juga

dilengkapi dengan tank. Disengaja atau tidak, penjagaan yang menyelimuti

“sholahuddin Wahid, Wawancara, Jombang, 14 Desember 2015,
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rumah Alamsyah juga menjalar kepada rumah tetangga-tetangganya termasuk
rumah Sholihah. Menurut Aziz Masyhuri, “Pak Alamsyah itu tetangganya Bu
Wahid dan sekaligus adalah murid dari KH. Wahid Hasyim, jadi ketika pak
Alamsyah menjadi Menteri selalu sowan kepada Mbah Bisri™**.

Ketiga, figur Sholihah™® dan posisi rumahnya dinilai banyak kalangan
NU waktu itu sangat strategis. Pada saat itu juga keadaan Jakarta “sangat tidak
menentu”. Apalagi dengan diberlakukannya jam malam. Dipilihnya rumah
Sholihah merupakan taktik tersendiri, untuk menghindari kesulitan dalam
mengadakan pertemuan, jika hal itu dilakukan di Kantor PBNU. Rumahnya
mudah diakses, karena letaknya dekat jalan Proklamasi. Untuk menuju rumah
tersebut juga harus melewati bangunan Masjid Jami’ Matraman. Pada saat itu
keberadaan masjid merupakan benteng pertahanan tersendiri dalam
menghadapi PKI. Dengan demikian, jika ada “orang asing” datang, maka akan
segera diketahui gerak-geriknya sebelum sampai di rumah Sholihah.

Dalam konteks kewaspadaan tersebut, ada peristiwa menarik yang
dialami Sholihah ketika rumahnya dijadikan markas bertemunya para tokoh
NU. Agar peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di rumah Sholihah tidak
diketahui “pihak lain”, maka di sekitar rumah Sholihah dipasang mata-mata

untuk menjaga keamanan, terutama pada malam hari. Ketika pada tanggal 4

Oktober dini hari, sekitar pukul 03.00, ada sebuah truk datang menuju rumah

“Abdul Aziz Masyhuri, Wawancara, Jombang, 3 Januari 2016.

“Waktu itu banyak kalangan yang menaruh hormat padanya. Di samping karena kepribadiannya
sendiri, juga karena kenyataan bahwa Sholihah merupakan isteri A. Wahid Hasyim sekaligus
menantu Hasyim Asyari. Dua nama terakhir tersebut merupakan tokoh-tokoh yang sangat
dihormati di lingkungan NU, dalam Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis
Depan Sebuah Biografi, 68.
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Sholihah, para penjaga yang melakukan ronda langsung siaga. Karena tidak
jelas asal-usulnya, apalagi datangnya pada dini hari, kedatangan truk tersebut
juga membangunkan orang-orang yang masih nyenyak tertidur.

Mereka semua menyangka ada gerombolan PKI yang hendak
melakukan penyerbuan. Karena mengira PKI yang benar-benar datang, maka
Sholihah langsung mengambil semua kertas dan dokumen penting yang
berserakan di atas meja dan lantai rumahnya. la kemudian menaruhnya di
Kloset (tempat penampungan air) WC, setelah airnya dikeringkan.® Tetapi
ketegangan para penghuni di lingkungan tempat tinggal Sholihah berlangsung
sebentar karena tidak lama kemudian diketahui bahwa truk tersebut datang
dengan tujuan ingin mengirimkan barang-barang yang dipesan oleh Hamid
Baidlowi yang pada saat itu sebagai menantu Sholihah dan tinggal satu atap
dengan Sholihah tetapi dari luar Jakarta. Menurut Sholahuddin, “Prestasi
terbesar ibu selain membesarkan anak-anaknya hingga sukses adalah peran
yang dimilikinya untuk ikut mengganyang PKI ketika beliau menjadi anggota
legislatif”.!’

Demikianlah, sejak 1 Oktober 1965 sampai sekitar dua bulan
kemudian, secara de facto rumah Sholihah telah berubah menjadi kantor
PBNU. Lebih spesifik lagi, sebagai markas perlawanan terhadap gerakan PKI.
Selama dua bulan tersebut Sholihah tidak pernah berhenti menyediakan

makan dan minum untuk melayani kebutuhan “para tamu”, yang setiap hari

®Waktu itu bentuk penampungan air untuk membuang kotoran di WC tempatnya cukup tinggi.
Dengan demikian ia bisa menjadi tempat yang relatif aman untuk menyembunyikan barang-barang
berharga, karena tidak begitu menarik perhatian orang, dalam Dahlan, et al, Sholihah A Wahid
Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 69.

’Salahuddin Wahid, Wawancara, Jombang, 14 Desember 2015.
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berjumlah antara 50 sampai 100 orang. Bahkan rumahnya juga telah berubah
fungsi menjadi penginapan umum. Mungkin lebih tepat lagi sebagai tempat
pengungsian. Waktu itu banyak tokoh NU yang merasa aman tinggal di
dalamnya, sebagaimana dialami oleh Said Budairy.

Dalam pidatonya Jenderal Soeharto tanggal 1 Oktober yang saat itu
masih menjadi Panglima Kostrad menyatakan akan membasmi kaum komunis
hingga akar-akarnya.*® Peran Sholihah saat itu adalah memberikan dukungan
kepada Soeharto mewakili PP Muslimat NU pada 2 Oktober.*® Pada tanggal
itu juga Sholihah memprakarsai dibuatnya pernyataan PBNU yang mengutuk
keberadaan PKI. Sholihah pada saat itu yang berposisi sebagai Ketua PP
Muslimat NU merupakan orang pertama yang membubuhkan tanda tangannya
di atas pernyataan yang dibuat, untuk dibawah ke tokoh-tokoh NU lainnya,
meminta dukungan dari mereka, sekaligus memberikan tanda tangannya. Para
mahasiswa juga mengambil inisiatif dan mendesak para aktivis yang
berkumpul di rumah Sholihah untuk mengeluarkan pernyataan anti PK1.%

Dalam pernyataan itu, kalau saja Sholihah tidak mengawali untuk
membubuhkan tanda tangannya, dimungkinkan sekali bahwa PBNU tidak
akan mengeluarkan pernyataan yang secara garis besar berisi kutukan terhadap
PKI di dalam peristiwva 30 September, dan tercantum juga tuntutan untuk
segera dibubarkannya PKI. Hal itu terjadi, karena sebagian pimpinan NU
waktu itu terlihat masih ragu-ragu dan takut dalam bertindak menghadapi PKI.

Setelah dua hari pernyataan tersebut disebarluaskan ke tokoh-tokoh NU,

®Feillard, NU Vis a Vis Negara.,72.
“Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 70.
*%Feillard, NU Vis a Vis Negara, 81.
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kemudian pada 5 Oktober 1965 PBNU secara resmi mengutuk tindakan PKI
dalam hubungannya dengan peristiwa 30 September, dan menuntut kepada
pemerintah agar PKI dibubarkan. Dalam hal ini pengumuman PBNU tersebut

diumumkan melalui siaran RRI pada pukul 22.00.%*

B. Sholihah pada masa Orde Baru

Pada tahun 1950 Sholihah menjadi anggota DPRD Jakarta dan mewakili
NU yang menjadi Partai Politik. Dari tahun 1965 hingga 1968, ada dua orang NU
yang memainkan peran penting yang sangat menentukan yaitu Ahmad Syaichu di
DPR GR dan Subchan di MPRS. Dalam hal ini Sholihah ikut dalam anggota DPR
GR. Sampai ketika tahun (1973-1987) Sholihah menjadi DPR RI mewakili Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun 1972/1973 pimpinan keempat Partai
Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti), mengambil keputusan untuk berfusi kedalam
Partai Persatuan Pembangunan setelah beberapa tahun bergabung dalam
Konfederasi Partai Persatuan Pembangunan. Fusi itu dimulai dengan menyatukan
fraksi-fraksi di DPR/MPR-RI hasil Pemilu 1971 kemudian menyatukan induknya.
Bagi NU, peleburan diri ke dalam PPP itu seperti kembali ke masa dimana
menjadi bagian dari Masyumi. Namun, posisi awal NU lebih baik, karena NU
mulai sebagai kelompok yang dominan di PPP. Anggota NU mendapatkan jatah
yang adil dalam jabatan pengurus. Pada saat itu Rais Aam NU yaitu Kiai Bisri
Syansuri menjadi presiden Mejelis Syuro PPP, dewan ulama yang menurut

teorinya dapat mengeluarkan fatwa yang secara konstitusional harus diakui partai.

*'Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 67.
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Kiai Bisri adalah pemimpin yang sangat berbeda dengan Kiai Wahab Hasbullah.?
Dia kurang memiliki naluri politik dan keluwesan keputusan kepada penalaran
figh dari pada kebijakan politik.?

Hasil Pemilu 1971

Suara  yang % Kursi  yang %
diperoleh diperoleh di
DPR

Golkar 34.348.673 62.80 336 73.0
NU 10.213.650 18.67 58 12.6
PNI 3.793.266 6.94 20 4.3
Parmusi 2.930.746 5.36 24 5.2
PSII 1.308.237 2.39 10 2.1
Parkindo | 733.359 1.34 7 15
Khatolik 603.740 1.10 3 0.6
Perti 381.309 0.70 2 0.4
IPKI 338.403 0.62 - -
Murba 48.126 0.09 - -
Jumlah 54.699.509 100.00 460 100.0

Sumber: Masashi Nishira, Golkar and the Indonesian Elevtion of 1971,
Monograph Series, Modern Indonesia Project, Cornel University Press, Itacha
New York, 1972, gabungan tabel V11 dan V111.%*

Konfrontasi pertama terjadi ketika rencana Undang-Undang Perkawinan
dibawa ke sidang DPR pada 1973. Beberapa pasal dalam undang-undang ini
bertentangan dengan hukum keluarga dalam figh, dan Kiai Bisri menolaknya
dengan lantang. Semua kelompok PPP di DPR menyatakan dirinya menolak
undang-undang tersebut.

Konfrontasi kedua yang serius dengan pemerintah terjadi lagi pada tahun

1977. Kampanye pemilu menjadi ajang perebutan pengaruh yang tidak imbang

antara Islam dan rezim. Pihak militer dan penguasa sipil pada semua tingkatan

“Martin  Van Bruinessen, NU:Tradisi, Relasi-Ralasi Kuasa Pencarian Wacana Baru
(Yogyakarta: LkiS, 1994), 103.

“Ipid., 103.

*Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politik: Upayan mengatasi Krisis (Jakarta: Yayasan
Perkhidmatan, 1984), 45.



74

menggunakan tekanan keras kepada calon pemilih agar memberikan suaranya ke
Golkar, dan lagi-lagi NU lah yang menjadi pengkritik paling berani. Pada saat itu,
Sholihah harus terbaring sakit karena tekanan darah tinggi di RSCM. Anaknya
yang bernama Umar sebagai dokter pribadi beliau menyarankan untuk beristirahat
total dengan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh Sholihah. Tetapi baru
setengah hari masa perawatan, ketika mendengar kampanye PPP, tanpa
mengindahkan saran dari anaknya Umar, Sholihah langsung meminta izin dokter
RSCM untuk pulang dan langsung pergi mengikuti kampanye di Jawa Timur.
Dengan suara lantang Sholihah mengeluarkan jurus-jurus kampanyenya untuk
menarik massa NU agar memilih PPP.%®

Para juru kampanye PPP diancam dan bahkan diserang secara fisik oleh
kelompok-kelompok yang disponsori Golkar. Kiai Bisri bersikap tegas dan
mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa setiap Muslim wajib hukumnya
memilih PPP sekalipun dia khawatir akan kehilangan jabatan dan mata
pencaharian. Beberapa orang Kiai memihak Golkar, tetapi NU terbukti mampu
mempertahankan disiplin internal yang kuat. Dengan mempertimbangkan
berbagai situasi ini, PPP telah menampilkan diri dengan baik dalam pemilu ini,
dan berhasil mendapat tambahan kursi 5 buah lebih banyak dibandingkan jumlah
kursi yang diperoleh partai-partai Islam pada pemilu 1971. PPP memperoleh

kemenangan yang penting secara psikologis dengan mengalahkan Golkar di

»Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 77.
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Ibukota Jakarta dimana ia mendapatkan dukungan suara yang sangat besar, dan
bahkan menutup suara mayoritas mutlak di Aceh.?®

Di antara agenda PPP untuk memperjuangkan rakyat adalah penegasan
bahwa penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) tidak
tepat. Karena tak ada kompromi yang dapat dicapai antara fraksi yang
mengusulkan dan akhirnya Sholihah serta temannya Aisyah Amini yang
menentang usul itu, maka akhirnya mereka melakukan walk out (meninggalkan
sidang) dalam SU MPR tahun 1978 dan P4 akhirnya dikukuhkan menjadi
ketetapan MPR. Jadi pada saat itu Sholihah bersama Kiai Bisri dan Ulama-ulama
lain meyakini bahwa jangan sampai Pancasila ini menjadi landasan agama.
Karena besarnya kekhawatiran para ulama jika Pancasila sudah dikultuskan maka
Pancasila akan dianggap agama. Sholihah sebagai senior ataupun sesepuh
memberikan masukan kepada kader-kader partai yang lebih muda agar
memberikan masukan bersama-sama mengenai sikap politik yang harus dilakukan
saat itu. Dalam hal ini contoh tentang bagaimana masukan Sholihah kepada para
kader tidak ada sumber yang menjelaskan.

Sholihah juga sangat berjasa dalam menyelamatkan NU dari perpecahan
yang berkepanjangan. Ketika terjadi perpecahan antara Kubu Cipete dan Kubu
Situbondo akibat tidak berfungsinya NU sebagai Jamiah Diniah Islamiah yang
telah melakukan fusi politik di dalam PPP, sempat sulit sekali tokoh-tokohnya
dapat dipertemukan untuk mencari solusi. Dalam hal ini peran Sholihah saat itu

adalah mengundang para kiai dan tokoh-tokoh NU dari kedua kubu. Menurut

%®Martin, NU: Tradisi, Relasi-Ralasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, 105.
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Salahuddin, “pertemuan itu diadakan di rumah KH. Hasyim Latif, Jalan
Wonocolo VI sepanjang Sidoarjo™.?’ Pertemuan tersebut berhasil dilangsungkan,
tokoh-tokoh NU utama waktu itu bertemu semua. Peristiwa tersebut membuat
lancar jalannya Muktamar NU ke-27 yang memutuskan kembali ke Khittah NU
1926.%°

Meskipun Sholihah merupakan kader PPP, dan duduk di DPR mewakili
PPP, namun, kehidupannya dalam ‘“permainan politik” hampir tidak begitu
tampak. Ia tidak memperlihatkan sosoknya sebagai seorang “politisi”. Sikapnya
itu bisa jadi karena ia memang tidak suka dengan permainan politik yang
cenderung dan bahkan sering kotor. Pada saat itu, ia memperlihatkan sikapnya
pada awal 1980-an dalam tubuh PPP terjadi perseteruan antara kubu NU dan Ml
untuk memperebutkan kursi ketua-ketua komisi. Meskipun Sholihah berlatar
belakang NU, namun ia sama sekali tidak tertarik untuk membela dari masing-
masing kubu, tetapi sikap ia lebih kepada berpendapat bahwa dirinya tidak bisa
terima kenyataan itu, yakni saling berebut untuk meraih jabatan sebagai ketua-
ketua komisi. Menurut Sholihah hal itu tidak sesuai dengan niatnya berpolitik
untuk beribadah, bukan berpolitik untuk mencapai kekuasaan.?®

Salah satu hal yang menjadikan beliau dipercaya menjadi anggota
legislatif berkali-kali sejak dari Partai NU hingga ke PPP adalah karena
kedisiplinannya. Walaupun beliau menjabat sebagai anggota parlemen, tetapi hal
itu tidak dianggap sebagai simbol kemewahan. Jabatan yang Sholihah dapatkan

dilakukan dengan baik. Dalam masa aktif maupun libur atau reses, Sholihah tidak

*’Salahuddin Wahid, Wawancara, Jombang, 14 Desember 2015.
**Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 212.
291 1h;

Ibid., 48.
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pernah lupa mengunjungi daerah-daerah dalam rangka silaturrahmi biasa maupun
ada kaitannya dengan tugas dan program kerja DPR. Maka pada kesempatan itu
Sholihah gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal tersebut, Sholihah lebih
suka memantau perkembangan keluarga-keluarga di berbagai daerah. Karena
keadaan Indonesia waktu itu belum semakmur dan semaju sekarang. Di situlah
kesempatan Sholihah yang berperan tiada kenal menyerah. Sholihah membawa
misi perbaikan keluarga sehat dan sejahtera. Dalam pejalanan ke daerah-daerah
itu, ia lalu memperjuangkannya di sidang-sidang parlemen, di partai maupun di
organisasi.

Keikutsertaan Sholihah dalam politik juga ditunjukkan ketika pembuatan
RUU Perkawinan 1974. Pada saat itu, sebagian besar perundingan berlangsung di
luar DPR: yakni antara ABRI dan NU. Hal ini menunjukkan betapa besarmya
pengaruh para ulama di dalam dan di luar PPP pada saat itu. Pada saat itu Kiai
Bisri Syansuri mengumpulkan sepuluh ulama besar di Jombang (para kiai yang
mendirikan pesantren) untuk membuat rancangan tandingan yang disalurkan
lewat PPP di Jakarta.*® Dalam isi RUU tersebut ada lima wanita Muslimat NU
yang tunduk pada argumen para kiai. Salah satu dari lima wanita Muslimat
tersebut adalah Sholihah Wahid Hasyim dan seorang wakil dari Muslimin
Indonesia dan seorang lagi dari Sarekat Islam.®* Mereka setuju berjuang
mempertahankan poligami, lambang status sosial para kiai. Namun mereka
berhasil membuat para ulama menerima beberapa pembatasan terhadap poligami.

Mengenai masalah ini, mereka mendapat dukungan dari Kiai Bisri Syamsuri.

**Abdul Aziz Masyhuri, Wawancara, Jombang, 3 Januari 2016.
*'Feillard, NU Vis a Vis Negara, 194-195.
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Dalam banyak hal, Sholihah memang bukan petualang politik.
Keberadaannya di organisasi politik jusru lebih banyak memperlihatkan sosoknya
sebagai Muslimat yang memegang tegus komitmen dan moral keagaamaan.®?
Memang karena kiprah beliau yang sangat aktif di beberapa organisasi dan
akhirnya dia terjun ke perpolitikan.®

Faktor dominan yang membuat Sholihah hanyut dalam perpolitikan adalah
lebih disebabkan karena memang ia dibutuhkan oleh PPP. Sebagai tokoh
perempuan yang sangat berpengaruh, PPP sengaja menjadikannya sebagai
penarik gerbong untuk mendapatkan massa dari kalangan “Muslim Tradisional”,

agar suara mereka mendukung PPP.**

*Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 48.
*Salahuddin Wahid, Wawancara, Jombang, 15 Desember 2015.
*Dahlan, et al, Sholihah A Wahid Hasyim: Muslimah di Garis Depan Sebuah Biografi, 49



